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ABSTRAK

Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
sanksi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, yaitu Undang-Undang Normor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang tersebut memiliki
peraturan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran kosmetik ilegal.
Selain diatur dalam hukum positif, tindak pidana peredaran kosmetik ilegal juga
diatur dalam hukum pidana Islam yang sanksinya berupa hukuman takzir. Dengan
latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah tentang penetapan
sanksi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Indonesia menurut UU Nomor 8
Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2023, serta pandangan hukum pidana Islam
terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yang
memusatkan analisis pada peraturan atau undang-undang yang tertulis. Penelitian
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
kerangka hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku peredaran kosmetik ilegal di
Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberlakukan
sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal. Dalam
konteks ini, lebih relevan untuk merujuk pada Undang-Undang Kesehatan karena
lebih baru, memiliki ketentuan khusus terkait kosmetik, ancaman hukuman yang
lebih serius, serta pengaturan sanksi yang lebih luas. Serta dalam hukum Islam
pelaku peredaran kosmetik ilegal dapat dikenakan hukuman takzir.

Berdasarkan temuan di atas rekomendasi penulis adalah agar Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan inspeksi aktif terhadap
produsen, pengecer, .dan distributor ;guna; memastikan keamanan produk.
Diperlukan juga upaya peningkatan kesadaranmasyarakat: tentang ‘pentingnya
menggunakan produk kosmetik yang telah; terdaftar secara resmi. Hal ini
bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk kosmetik
ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan.
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